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Tanah ulayat merupakan suatu wilayah dari suatu kaum yang diakui sebagai pemilik dari tanah yang telah
dikuasai oleh kaum tersebut sebagai suatu pusaka tinggi, yang diturunkan dari nenek moyang kaum tersebut
dari garis keturunan ibu (matrilineal), yang diakui secara hukum adat Minangkabau. Sebagai pusaka tinggi
tanah ulayat tidak dapat dimiliki secara pribadi oleh angota kaum, hal ini dikarenakan tanah ulayat
merupakan hak kepemilikan bersama anggota kaum, untuk mengolah, menikmati hasil dari tanah ulayat
tersebut yang pengel olaannya diawasi oleh mamak kepala waris. dengan berlakunya UU No. 5 tahun 1960
tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, yang mengatur |ebih lanjut mengenai penguasan,
pengelolaan, dan kepemilikan tanah yang ada di dalam wilayah negara Republik Indonesia, maka untuk
pemerataan dan pembangunan diseluruh wilayah, maka hal-hal yang telah diakui oleh hukum adat disemua
masyarakat hukum adat yang secara nyata masih ada keberadaannya, maka akan tetap diakui sebagai
wilayah tanah adat. Akan tetapi penguasaan, pengel olaan dan kepemilikan tanah tersebut haruslah
diselaraskan dengan kepentingan yang lebih luas untuk kepentingan pembangunan negara demi
kemakmuran seluruh rakyat Indonesia. Dalam pelaksanaan UU Agrariatersebut, ternyata ada pergeseran
mengenai hak kepemilikan tanah ulayat, dimana disatu segi masih mempertahankan tanah ulayat tidak dapat
dijual, atau tidak dapat dimiliki secara pribadi baik oleh anggota kaum maupun orang luar kaum, disisi lain
karena adanya peluang untuk melakukan transaksi kepada orang pribadi maupun badan hukum yang ingin
berinvestasi diwilayah tanah ulayat, dengan cara pelepasan hak dari tanah ulayat tersebut sehingga tanah
ulayat yang telah dilakukan pelepasan hak dibuatkan sertifikat dan menjadi sah berpindah kepemilikannya
kepada orang pribadi maupun badan hukum. Hal inilah yang merupkan salah satu pemicu timbulnya
sengketa yang berhubungan dengan tanah ulayat. Mamak kepala waris yang diberi tanggung jawab untuk
mengawasi dan mengelola tanah ulayat, harus dapat memilih dan memilah, apakah transaksi yang dilakukan
dengan orang luar kaum tersebut dapat memberikan keuntungan bagi masa depan keturunan kaum, seperti
masa depan Pendidikan, kehidupan ekonomi, dan tetap menjaga agar suatu kaum tidak kehilangan tanah
ulayatnya, disinilah peran mamak kepala waris dalam mempertahankan masa depan dan keberadaan tanah
ulayat yang merupakan harta pemersatu suatu kaum menurut adat Minangkabau.

...... Ulayat land is an area of &8a people who is recognized as the owner of the land that has been controlled
by that people as a high heritage, which is inherited from the ancestors of that people through the maternal
lineage (matrilineal), which is recognized according to Minangkabau customary law. As a high heritage,
ulayat land cannot be owned privately by members of the clan, thisis because ulayat land is ajoint
ownership right of members of the clan, to cultivate and enjoy the results of the ulayat 1and, the management
of which is supervised by the head of the inheritance. with the enactment of Law no. 5 of 1960 concerning
Basic Regulations on Agrarian Principles, which further regulates the control, management and ownership
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of land within the territory of the Republic of Indonesia, so that for equal distribution and development
throughout the territory, things that have been recognized by customary law In all customary law
communities that actually still exist, they will still be recognized as customary land areas. However, control,
management and ownership of land must be aligned with broader interestsin the interests of state
development for the prosperity of all Indonesian people. In the implementation of the Agrarian Law, it turns
out that there has been a shift regarding customary land ownership rights, where on the one hand it is still
maintained that customary land cannot be sold, or cannot be owned privately either by members of the clan
or people outside the clan, on the other hand because there is an opportunity to carry out transactions with
Individuals or legal entities who wish to invest in customary land areas, by relinquishing rights to the
customary land, so that the customary land for which the rights have been relinquished is made a certificate
and ownership becomes legally transferred to the individual or legal entity. Thisis one of the triggersfor the
emergence of disputes related to communal land. The head of the heir who is given the responsibility to
supervise and manage the ulayat land, must be able to choose and sort out whether transactions carried out
with people outside the clan can provide benefits for the future of the clan's descendants, such as the future
of education, economic life, and maintaining good health. a people does not lose their customary land, thisis
the role of the head of the waris in maintaining the future and existence of the customary land which isthe
unifying property of a people according to Minangkabau custom.



